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KATA PENGANTAR PENERBIT 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya, buku Bawaslu dalam Dinamika Pemilu: 

Sejarah, Struktur, Kolaborasi, dan Tantangan dapat terwujud dan hadir 

di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penerbit yang berkomitmen untuk 

mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia, kami 

merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan 

dan pendidikan melalui penerbitan karya ini. 

Buku ini berisi landasan ilmu dan konseptual pemilu; sejarah 

pembentukan pengawas pemilu; catatan kerja sama Bawaslu dengan 

daerah; serta kasus-kasus yang terjadi selama pemilu. Buku ini tidak hanya 

membahas mengenai pemilu secara general tetapi juga mencakup 

praktiknya di lapangan. 

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada tim 

penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi 

penuh demi kesempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keilmuan di 

Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang 

berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang 

dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. 

 

 

Hormat Kami, 

 

Penerbit Deepublish 
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KATA PENGANTAR 

Diskursus mengenai pengawasan dalam pemilihan umum 

sebenarnya bukan menjadi studi yang baru dalam Ilmu Politik dan 

Pemerintahan. Freedom House pada tahun 2021 merilis hasil yang 

menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai demokrasi pada sejumlah 

negara. Meskipun tidak menunjukkan secara langsung Pemilihan Umum 

sebagai variabel penurunan tersebut, namun masalah hak politik yang 

melekat pada Hak Asasi Manusia ternyata tidak sepenuhnya berjalan 

secara ideal. Konsep demokrasi secara sederhana merupakan gelanggang 

politik antar aktor politik yang memiliki kepentingan di dalamnya. Namun, 

pertarungan politik yang terjadi sebenarnya membawa pertaruhan besar 

karena setiap keputusan pemimpin berdampak pada publik. Sehingga 

pertarungan pemilihan umum sering kali menjadi kajian yang menarik 

karena tidak hanya terdapat kontestasi peserta pemilu, namun juga tata 

kelola organisasi dari penyelenggara pemilu. 

Secara teoretis, gagasan demokrasi dalam konteks pembagian 

kekuasaan pemerintahan terbagi pada tiga bentuk, eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif. Media massa dianggap menjadi pilar keempat demokrasi yang 

bertugas mengawasi ketiga lembaga tersebut dalam menjalankan roda 

pemerintahan. Dalam konteks pemilu, tidak banyak studi yang secara 

khusus membahas pengawasan pemilu baik secara konseptual hingga 

praktis. Setidaknya terdapat tiga model pengawasan pemilu yang 

dijalankan oleh sebagian besar negara. Pertama, pengawas pemilu adalah 

penyelenggara pemilu itu sendiri. Model ini menjadikan lembaga 

penyelenggara pemilu bertugas ganda karena memiliki jobdesk dalam hal 

pemungutan suara sekaligus mengawasi berjalannya pemilu. Kedua, model 

negara yang menjadikan media massa sebagai “alat” dalam mengawasi 

berjalannya penyelenggaraan pemilu. Ketiga, model di mana 

penyelenggara pemilu dibagi lembaga yang bertugas untuk menangani 

pemungutan dan penghitungan suara dan lembaga lain yang bertugas untuk 

mengawasi pemilu. 
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Indonesia menganut model ketiga bagaimana lembaga yang 

bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara tidak menjadi 

satu otoritas dengan pengawas pemilu. Pemisahan lembaga otoritas 

penyelenggara pemilu tidak lepas dari faktor sejarah ketika era Orde Baru 

pihak penyelenggara yang berada pada rumpun eksekutif tidak menjadi 

lembaga independen karena masyarakat harus berhadapan dengan ABRI 

(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Akibatnya adalah stabilitas 

politik tidak menjadikan legislatif bekerja mengawasi jalannya 

pemerintahan. Kredibilitas pemilu yang bersifat formalitas sekaligus 

menjadi pertaruhan politik di mana kebebasan individu berpolitik bahkan 

berserikat harus mempertaruhkan nyawa. Sehingga adanya lembaga 

pengawas pemilu yang bertugas secara khusus merupakan bentuk 

reformasi tidak hanya pada bentuk organisasi pemerintahan, namun juga 

reformasi di sektor pemilihan umum yang berpihak pada rakyat.  

Namun tidak banyak buku yang membahas mengenai lembaga 

pengawas pemilu. Buku ini dirancang sebagai buku ajar dengan tujuan 

untuk membantu dosen dan mahasiswa terutama bagi program studi Ilmu 

Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, dan Ilmu Hukum 

untuk mengenal lebih dalam mengenai lembaga pengawas pemilu atau 

yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu. Buku ini sebenarnya 

menyajikan materi dengan beban setara 5x pertemuan atau bisa kurang 

dari itu, tergantung dari dosen dalam memberikan porsi pembahasan 

mengenai pengawasan terhadap pemilu. 

Buku ini dapat disajikan dalam dua bentuk, teoretis dan praktis. 

Pada bagian pendahuluan buku ini menyajikan tidak hanya mengawali 

pembahasan mengenai pemilu, namun pembaca langsung disuguhkan pada 

landasan teoretis dan konseptual yang mendasari adanya pengawasan pada 

lembaga pemilu. Pembahasan awal ini cenderung agak berat karena 

menjadi dasar berpikir untuk memahami dunia demokratis pada tatanan 

keseimbangan antara penyelenggara yang melakukan pemungutan suara 

dan penghitungan suara dengan pihak pengawas.  

Kemudian pada bab kedua buku ini akan menyajikan catatan sejarah 

bagaimana awal mula Badan Pengawas Pemilu ini muncul serta 

perkembangan aturan yang diemban oleh lembaga ini. Pada bab ketiga 

buku ini kemudian akan membahas mengenai struktur hierarki dari 

organisasi Bawaslu. Bagian ini sekaligus membahas mengenai peran, 
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tugas, fungsi, dan wewenang internal organisasi baik dari pusat hingga di 

level bawah.  

Kemudian pada bab keempat bagian buku ini menyajikan catatan 

kerja sama yang pernah dilakukan oleh Bawaslu terutama di daerah. Kerja 

sama di level daerah lebih banyak diulas tidak lain sengaja dipilih karena 

dalam tugas pengawasan, lembaga ini membutuhkan instansi lain dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu. Bagian ini 

menyajikan kerja sama yang dilakukan baik dengan instansi sesama 

pemerintahan atau Government (GO) dan instansi di luar pemerintahan 

atau Non-Government Organization (NGO). 

Bab terakhir merupakan bagian khusus dari buku ajar ini karena 

menyajikan tidak hanya membahas jenis-jenis pelanggaran pemilu, namun 

juga disertasi kasus-kasus yang ditemui baik melalui wawancara dengan 

petugas pengawas lapangan atau melalui berita-berita yang berkaitan 

dengan tema bab. Bagian ini sekaligus memberikan paparan secara praktis 

bagaimana sebenarnya tantangan penyelenggara pemilu di lapangan ketika 

menghadapi berbagai jenis kasus pelanggaran selama proses. 

Selain itu, setiap bab juga diberikan bahan evaluasi melalui soal 

essay yang menjadi pertanyaan bagi mahasiswa. Sehingga memudahkan 

dosen dalam melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap 

kemampuan mahasiswa. Meskipun demikian, buku ini memiliki sejumlah 

kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk 

menyempurnakan buku ajar ini dalam memberikan wawasan pengetahuan 

dan ilmu bagi mahasiswa. 

 

 

Ponorogo, 30 Maret 2025 

 

Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M.Sos 

Penulis  
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